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Unit Kerja

: Bidang PK dan Sarpras

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (servicoe delivery) meliputi =

Komponen

Uradan

—

Persyaratan
Administras(

a.  Salinan atau forokopd surat kKeputusan pembaglan tugas mengajar/pembimbingan sebagai guru scbelum diang
menjadi guru tetap paling sedikit 4 (cmpat) semester secara lerus menerus pada satuan administrasi pamghal
yang sama yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

b Salinan atau fotokopi sertifikat perogram induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala din
provinsi kabupaten/kota, bagi GBPNS yang dianghkat sebapgal guru tetap setelah berlalunya peraturan ment
pendidikan Nasional nomaor 27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula

¢ Salinan atau fotckopi surst keputusan [SK) penganghkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani ole
gubernur/bupati fwalikota atan pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh pubernur /bupatifwalikot
atau kagl GEPNS tang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan ole
miasyarakal, melampirkan fotokopi Surat Keputusan [SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangan
aleh hetua yayasan; stwu bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakila
Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Kepumsan (SK) penganghkatan sebagai gumu
yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidamgi
pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di loar negeri, hagi GEPNS yang bertugas pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;

d.  Salinan atau fotokopl Surat Kepumusan darl kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 [empat]|
semester terakhir selama menjadi gure tetap, baik yang diperaleh dari satuan pendidikan panghalaya ataupan dan
Tuar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidibkan provinst /kabupaten,foota;

e Salinan atau fotokopi Surst Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwsl pembelajaran selama 4 [empat)
semester terakhir selama menjadi gura tetap, baik yang dipereleh dar satoan pendidikan pangkalnya ataupun dari
luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten fota;

f. Sural keterangan aketf mengajar dari kepals sekolah satminkalnya dengan mencantumban NUPTK atau NRG bagi
yang sudah memiliki;

g Salinan atau fotokopt ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan
tinggi penerbit ijazah;

h  Salinan atau fotokopi Sural Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijurzah ticak tercanbom Sur:
Keputusan Hasil Akredicasi program stodi;

i, Galinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabian yang berwenang dar
LPTK pemerbit sertifilat;

i.  Hasll cetak lembar transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan Dapodikdas semester terakhir pada saag
mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLESMP /SMPLE/SLE;

k. Salinan atau Fotokopi Sursl Keputusan Penganghkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani cleh ketus
yayasan dan dilegalisasi dengan stempe] basah oleh kepala dinas pendidikan provins Sabupaten kota, bage
GHPNS yang mendapatkan tugas tamhbahan  sebagai kepala  sekollah/wakil kepala seholah/kepala
perpustakaan,/lepala laboratorium fkepala benglel fkepala program keahllan/kepala unit produls;

I Salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium yang dilegalisass
dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsiflabupaten kota, bagi GBPNS yang m
hagas ta bahan sebagal kepala sekolah fkepala perpustakaan /kepala laboratorium;

Ststem, Mekanisme dan
Prosedur

1. Guru Bukan PNS (GBPNS) yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodikdas akan diberi nomor wrat berdasarkamn|
status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerjs, dan kemudian diumumkan melalui laman:
bbbtk kemdikbud.go s

2. Bagi guru yang namanya sudah diumumbkan pada tahap 1 atau pada tahap selanjumya dapat mempersiaplem|
berkas persyaratan administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional.

3. Kepala sekolah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi GHPRS di sekolahnya.

4 Kepala seholzh membuatian surat pengantar [Format-1) dan mengirimban berkas yang sudah diverifikasi kepada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wp Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untk pengus
pemberian kesetaraan.

5. Bagl GAPNS vang mengajar di sekolah Indonesia luar negeri, kepala sekolah menyampaikan kel
administratif kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangl pendidi
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.

6. Pengiriman berkas disertai lampiran berupa “Lembar ldentitas Pengusul Kesstaraan Jabatan dan Pangkat GHPNS®|
yang dicetak melalui fasilitas lembar ranskrip data [LTO)/info GTK vang dapat dizkses dengan IP address
773.27.144195:8081 stau 273.27.144.195:H082 atau 223.27.144.195:8083 atau ZIFZT.1H195:6084 atao
223.27.144.195:9085 atau 223 27144.195:8086

7. Direktorak Pembinaan Goru Pendidikan Dasar melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi yang dikirim oleh kepala sekolah.

B, GHPNS dapat mengikuti program pemberian kesetarasn kembali pada tahap berikotnya setelah yan
bersangkutan mendapat nemor urut baru melalul laman g/ fgtckemdikbud.go.id Serta mengikuti proses mul
dari awal [nomor 1 s.d 7], apabila mengalami kondisi sebagai berikut:

s GHPMS sudah rerpanggil tetapl tidak mengirimbkan kelengkapan administrasi atau melewati batas wakiul

engiriman
- gupiz sudah mengitimkan kelengkapan administrasi tetapi terdapat kekurangan atau dokumen tidak sahy
__yang menychabikan proses pemberian kesetaraan tidak dapat dilanjutian

kS

Jangka Wakm
pelayanan

1 (satu] hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar

Biaya/Taril

Gratis |
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6. | Penanganan Dinas Pendidikan Kota Tarakan
Pengaduan, saran dan
masukan

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi ;

Mo Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 200 4: ASN adalah profesi PNS dan PPPE yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang AFEN 2021, 25% dari DTU diarshkan penggunaannya (carmarking)
untuk pemuliban ekonomi dan pembangunan S, Pembangunan 5DM dimaksudkan untuk mendulung pembayaran|
Eaji guru PPPEC

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mengatur bahwa PPPK tidak mendapat pensiung
Pemerintah daerah dapat memfasilitasi PPPK untuk furan [aminan Harl Toa

4. Permen PANRE No_ 70 tahun 2020 masa hubungan perjanjian kerja PPPK ditentukan oleh FPE. Masa hubungan kerj
paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN,

5, Permendilbud Nomor 8 tahun 2017 batas maksimum penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untu
membayar honor bulanan guru/tenags kependidilkan honorer sebesar 15% dan total BOS yang diterima. Dan peratul
tersebut rata-rata sekolah membagar honor gura dan tenaga kependidikan jauh dari Upah Minimal Regional (UMR])|
daerah. Padahal kualifikasi pendidikan Straea 1

2. Sarana, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
Prasarana,dan/atau
Fasilitas -
3. | Kompetensi 1. Pendidikan Formal SMA/D3 /51
Pelaksana 2, Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4, | Pengawasan 1. Kepala
Internal
5. | Jlumlah Pelaksana 1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi pergyaratan 1 orang
2. Yang bertanda tangan 1 orang
6. | Jaminan Pelayanan | Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan| Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
dan Keselamatan
Pelayanan
A. | Evaluasi Kinerja | 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap keglatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan
Pelaksanan perubahan atas peraturan pelaksanaan

2. Bvaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat [ IKM ) yang dilakukan i setiap triwulan
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